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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis yuridis 

terhadap perceraian pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di 

Pengadilan Agama Arga Makmur (Studi Putusan Nomor 

526/Pdt.G/2025/PA.AGM), dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Proses penyelesaian perkara perceraian PPPK dilakukan secara sistematis 

melalui sistem e-Court , dengan syarat administrasi khusus berupa surat 

izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Meskipun perkara 

diputuskan secara verstek karena ketidakhadiran Tergugat, rangkaian 

persidangan mulai dari mediasi hingga pembuktian alat bukti surat dan 

Saksi tetap dilaksanakan dengan cermat. Majelis Hakim memastikan 

setiap amar putusan didasarkan pada kekuatan pembuktian yang sah dan 

kepatuhan terhadap hukum acara perdata serta peraturan kepegawaian 

yang berlaku. 

2. Pertimbangan majelis hakim (ratio decidendi) didasarkan pada 

terpenuhinya unsur perceraian menurut Pasal 39 UU Perkawinan jo Pasal 

19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI, yaitu adanya 

perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan rukun kembali. Majelis 

menilai secara objektif melalui fakta pisah tempat tinggal dalam waktu 

lama dan tidak terpenuhinya nafkah sebagai indikator rusaknya rumah 

tangga, serta memastikan upaya perdamaian telah dilakukan. Karena itu, 
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putusan talak satu bain sughra memiliki dasar yuridis yang kuat dan lahir 

dari analisis fakta dan norma yang teruji. Secara keseluruhan, Putusan 

Nomor 526/Pdt.G/2025/PA.AGM menunjukkan bahwa perceraian PPPK 

diproses sesuai prosedur, transparan, berbasis pembuktian, dan 

dipertimbangkan secara sistematis serta terukur. 

B. Saran  

1. Pengadilan Agama Arga Makmur perlu terus memperkuat konsistensi 

penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkara perceraian PPPK, 

khususnya dalam memastikan terpenuhinya izin administratif dari 

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebelum perkara diregistrasi.  

2. Bagi Instansi Pemerintah (PPK/Atasan PPPK), yaitu Pejabat Pembina 

Kepegawaian hendaknya tidak hanya memposisikan izin perceraian 

sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai instrumen 

pembinaan. Proses pemberian izin perlu disertai upaya konseling atau 

pembinaan keluarga terlebih dahulu, sehingga perceraian benar-benar 

menjadi pilihan terakhir setelah berbagai langkah internal ditempuh. 

3. Bagi PPPK sebagai Aparatur Negara yang menghadapi permasalahan 

rumah tangga sebaiknya memanfaatkan mekanisme pembinaan 

internal sebelum mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Kesadaran 

terhadap konsekuensi hukum dan administratif dari perceraian perlu 

dipahami secara utuh agar keputusan yang diambil bersifat matang dan 

bertanggung jawab. 
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4. Bagi Pemerintah sebagai pembentuk kebijakan, perlu dilakukan 

pembaharuan regulasi yang secara khusus mengatur mengenai 

perceraian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Ketentuan mengenai kewajiban izin perceraian bagi PPPK sebaiknya 

diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, baik 

melalui revisi Peraturan Pemerintah yang mengatur manajemen ASN 

maupun melalui regulasi tersendiri. Hal ini penting untuk memberikan 

kepastian hukum, menghindari kekosongan norma, serta mencegah 

perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. 
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